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DINAS FENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakara, 26 Juli 2016

Kepada
Yth. 1. Para Fimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
Fara Pimpinan Lembaga
Fendidikan Negeri dan Swasta

[

i
Jakarta
SURAT EDAEAN
MOMOR: TV [8=r2018
TENTAMNG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN 1ZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAM

Merujuk pada Peraturan Menter Pendidikan dan Kcbudayaan Nomor 386 Tahun

20174, Pezraturan Gubemur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomeor 7
Tahun 2016, dergan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai beriku -

§

lzin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan cleh Dinas Pendidikan dan
atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTGP), segera ditindaklanjuti dengan
pengurusan lzin Operasional ke BFTSP selambat-lambatnva 2 tahun sejax diterbitkan.

lzin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan
dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pirtu tetap herlaku sepanjang lembaga
pendidikan dima<sud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat,
dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus
perpanjangan izin cperasional.

lzin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-wak:u
manakala lembaga pendidikan tidak memsnuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan
menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali
FPeraturan Daerah Momor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang
Persekolahan dan Bidang PAUDNI palinrg lambat tanggal 13 Agustus 2016.

Khusus pemmohonan [zin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (FAUD) atau
Satuan Maud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non
komersil serfa bukan diselenggarakan oleh lemhbaga berbadan hukum, pemohon harus
melampirkan ;

1



B.

(O8]

a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
b. Persetujuan tetangga disskitarnya sebagai pengganti UUG.

Ple-mgnfaatan fasilitas sekolah negzri oleh vavasan sekolah swasta harnya dapat
diberikan dengan adanya perjanjlan kerjasama antara yayasan dengan Pemearintah

Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DK Jakarta.

Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki zin operasional dan terakreditasi
dapal mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis
ntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, sctelah mendapatkan izin dari Dinas
Pendidikan Provinsi DKJ Jakarta,

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

scta penuh tanggung javab.

“Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi-Daerah Khiistis [bukota Jakarta,

€ -'.'..:-'_.'S{Cl_t:réi'l.l_::ﬁdriEﬁtD
NIP1862110719968031001

Temhbusarn

30N @ W

B L |
o R N s

13.
1£.
15,
18,

Gubemur Provinsi DK Jakarta

Wakil Gubernur Provinsi DK| Jakarta

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

¥epala BPTSF Provinsi DK| Jakarta

Kepala Bire Dikmental Setda Frovinsi DK! Jakarta
Wiakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DK Jakarta
Ketua BAP-S/M Provinsi DKl Jakaila

. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DK| Jakara
. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah | dan Wilayah Il Kota Administrasi di Provinsi

DKl Jakarta

Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu

Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DK Jakarta
Para Pangawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLE Provinzi DK| Jakarta
Fara Penilik PAUDN] Provinsi DKI Jakarta.

ip oy
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l 'S;ALINAN

~ "GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
- IBUKOTA JAKARTA .

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
- IBUKOTA JAKARTA --- |

NOMOR 155 TAHUN 2017
. TENTANG.® =~

- PROSEDUR PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN
- - ANAK USIA DINI DAN 'SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

. Menimbang : a. bahwa berdasarkan ‘Peraturan : ~Gubernur  Nomor . 105
Tahun 2012 ‘telah ~diatur mengenai Prosedur Pendirian,
Penggabungan dan Penutupan*Le’mbaga Pendidikan;

b. bahwa Peraturan Gubernur _seb'aglaimanei dimaksud dalam _

. huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan
~ saat ini, sehingga_perl_u disempurnakan: '

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimara dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan
Pendidikan Ncn Formal; - : :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem
o . Pendidikan Nasional; - - B

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 fentang Pzmerintahan
Provinsi Daerah Khusus-: Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;‘ :

3. Uﬁdang-Undang Nomor 12_Té_1hu1i éOll tentang.Pembentukan
Peraturan Permdang—undangan; R

4, Undang-Undang Nombr.23 Tahun 2_014 tentang Pemerintzhan .
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; .

S Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;



10.
11.

12.
13.
14,

15.
17,

18.

19,
20.

21.

.22,
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Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintzh Nomor 66
tahun 2010;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan

Pendidikan Nonformal;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009
tentang Standar Pengelola Kursus;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009
tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A,
Paket B dan Paket C;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaar Nomor 81

Tahur. 2018 tentang Pendirian Satuan Pendidikan N onformal;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 127 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Pératuran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikar Anak Usia,

.Dini; .

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 131
Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan

Pelatihan;

Peraturan Meﬂteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Perubahan SKB menjadi Satuan

Pendidikan;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem
Pendidikan; ' :

Peraturan Daerah- Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturar Zonasi;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta;

Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 20-< tentang

- Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Tsia Dini;

Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 20.5 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

Peraturan Gubernur Nomcr 281 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tenténg Petunjuk
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENDIRIAN,
PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL. '

BABI
KETENTUAN UMUM
| Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur iﬁi yang dimaksud dengar: :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Xhusus Ibukota Jakarta,

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangikat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. oL

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

'5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

6. Xepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Perdidikan
' 2rovinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7." Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
vang seclanjutnya disingkat DPMPTSP adalah  Dinas
'Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Biro Pendidikan dan Mental Spiritial adalah Biro Pendidikan
dan Mental Spritual . Sekretariat Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta.

9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provirsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

10. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Acministrasi
' Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukots Jakarta,

11. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan
Wilayah II pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

12. Kepéla Suku Dinas Pendidikan adalah Kepala Stuku Dinas
Pendidikan Wilayah I dan Wilayan II pada Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi. -

13. Pendidikan nonformal yang selanjutnya disingkat PNF adalah
jalur pendidikan. di. luar pendidikan formal vang dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

14, Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelerggarakan program pendidikan ncenformal terdiri atas
lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, pusat
kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim dar satuan
pendidikan nonformal yang sejenis. ‘
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16.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya ¢singkat LKP
adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan
bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan,
keterampilan, kecakapan  hidup dan sikap untuk
mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha
mand:ri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi.

‘Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya

disingkat PKBM adalah satuan pendidikan ncniormal yang
menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan
kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dar, oleh dan

untuk masyarakat.

Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan non formal vang
terdiri atas sekumpulan warga masyarakat vang saling

- membelajarkan pengalaman dan kemampuan daiam rangka

meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.

Programn -pendidikan nonformal adalah layanan pendidikan
yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan Anak Usia
Dini, 'pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaar
perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan
dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan
lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan

peserta didik.

Pendidikan kebakaﬁan hidup adalah program nendidikan

nonformal yang memberikan Xecakapan persone., kecapan

sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan Vokasional untuk
bekerja atau usaha mandiri.

Pendidikan Kepemudaan .adalah program pendidikan
nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader
pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan
kepanduan/kepramukaan, keclahragaan, palang merah,
pelatihan kepemimpinan, pencinta alam serta kewirauisahaan.

Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalzh program.

pendidikan  nonformal yang  diselenggaraka»  untuk

memberikan pengetahuan dan keterampilan prak:is dalam
upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Pendidikan keaksaraan adalah program pendidikan nonformal
yang diselenggarakan bagi masyarakat penyancang buta
aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan,

* berbicara, menulis ‘dan berhitung agar dapat berkomunikasi

melalui teks, lisan dan tulis dalam bahasa Indonesia.

Pendidikan ketrampilan kerja adalah program pendicikan
nonformal yang diselenggarakan untuk yang memerlukan
bekal pengetahuan, ketrampilan, kecapan hidup dan sikap
untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja
dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan
peserta didik dengan penekanan pada penguasaan
keterampilan fungsional yang sesuai dengan keburuhan dunia
kerja. .



24.
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30.
. SPS adalah lembaga yang menvelenggarakan pendidikan di

31.

32.

33.

34.

35.
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Pendidikan kesetaraan adalah program pendidika= nonformal
yang menyelenggarakan pendidikan umum serara SD/M:,
SMP/MTs dan SMA/MA yang mencakup program Paket A,
Paket B dan Paket C.

Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD
adalak jalur pendidikan Formal dan Nonformal senagai upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak .zhir Sampai
dengan usia enam tahun yang dilakukan melalti pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu perturbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar ansx memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Satuan PAUD adalah Taman Kanak-kanak, Kelompok

Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis.

Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingket TK adalah
salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendicikan formal
yang menyelengarakan program pendidikan bagi anak berusia
4 (emrat) tahun sampai dengan 6 (enam) talwim dengan
prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

Lelompok bermain yang selanjutnya disingkat KB acalah salah
satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan =on formal
vang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia
2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun dengan pricritas usia
3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun.

Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah
satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan =on formal
yang menyelenggarakan program pendidikan bagi znak sejak
lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan pricr:tas sejak
lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Satuan PAUD 'sejenis/sederajat yang selanjutnys disingkat

luar TK, KB dan TPA, meliputi Bina Keluarga Baiita (BKB),
Posyandu, Taman Asuh Anak Muslim, Pos PAUZ, Taman
Pendidikan Qur’an, Taman Pendidikan Anak Sholer, Sekolah
Minggu dan Bina Iman, PAUD Holistik Integ.

Pendirian Satuan PNF adalah proses atau cara mendirikan
satuan pendidikan non formal sesuai dengan syarat-syarat
yang berlaku

Pendirian Satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan
satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditent=ian.

Yayasan atau badan hukum adalah perkumptian yang
berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat menyelenggarakan
pendidikan atau bergerak di bidang pendidikan.

Penutupan adalah ditutupnya penyelenggaraan pendidikan
pada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonforma:,

Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izir kepada,
orang. perseorangan -atau badan hukum untuk melakukan
usaha atau kegiatan tertenti.



36.

37.

38.

39.

(2}

(1)

6.

Non Ferizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen
lainnya kepada orang perseorargan atau badan huxum.

Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan
daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti
legalitas menyatakan sah atau diperbolehkarnya orang
perseorangar. atau badan hukum untuk melakckan usaha
atau kegiatar tertentu.

Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan FEerdasarkan
peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang
merekcmendasikan dan/atau menerangkan secara administrasi
dan/atau teknis; suatu usaha atau kegiatan *ertentu, orang
perseorangan atau badan hukum tertent.

Standar Nasional Pendidikan adalah. kriteria minimal tentang
sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuar

Republik Indcnesia.
BAB I

PENDIRIAN
Bagian Kesatu
Satuan Paud
Pasal 2
Satuan PAUD:dapat didirikan oleh :

Pemerintah Daerah;
orang perseorangan;
kelompok orang; dan

o T op

bacan husum.
Satuan PAUD, tt_ardiri atas :

a. TK;
b. KB;
c. TPA; dan
d. SPE,

Pasal 3

Orang persecrangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf b merupakan Warga Negara Indonesia yang
cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf ¢ wajib mencantumkan kesepakatan kelompok
orang secarz tertulis atau ekte pendirian persekutuan
perdata untuk mendirikan - satuan PAUD sebagsi tujuan
kelompok orang yang bersangkutan.



7

{3} Baden hukum sebagaimana dimaksud dalam Paszl 2 ayat | 1)
hurcf d  bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan,
perkampulan atau badan lain yang sejenis.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan Nonformsl
Pasal 4
(1} Satuan PNF dapat didirikan oleh :
a. Pemerintah Daerah;

b. orang perseorangan;
c. keiompok orang; dan
d. ‘badan Hukum.
Pasal 5
(1) Satua= PNF, terdiri atas :

a. LKP;
b. PKBM; dan
c. Sataan PNF Sejenis.
(2) Satuar PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
- huruf ¢ terdiri atas kelompok belajar, rumah pintar, balai
belajar -bersama, lembaga bimbingan belajar serta bentuk

lain yang berkembang di masyarakat dan dite*apkan oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

(3} Izin Pendirian Satuan PNF Sejénis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

. ' Pasal 6
(1) Izin merdirikan LKP diterbitkan oleh DPMPTSE dengan

berpedeman pada Standar Kompetensi Luluszan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Keoadayaan

Republik Indonesia.

(2) Izin LKP selain sebagaimana - dimaksud pada ayat (1),
diterbitkan oleh DPMPTSP dengan berkoordinas: terlebih
dahulu dengan Instansi terkait .

BAB III
PERSYARATAN PENDIRIAN
Bagian Kesatu
- Satuan Paud
Pasal 7 |
(1) Persyaratan pendirian TK terdir% atas :

a. persyaratan administratif; dan
b. persyaratan teknis.



(2)

- )

a0 oop
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Persyaratan administratif sebagaimana dimaxsud pada

- ayat (1} huruf a sebagaimana tercantum dalar Lampiran I

Peraturan Gubernur ini.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pzda ayat (I)
huruf b, terdiri atas :

a. hasil penilaian kelayakan;
b. Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK:

C. rencana pencapaian standar penyelenggarazn TK .paling
lama 3 (tiga) tahun; dan .

d. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3
huruf a meliputi :

a. dokumen hak milik, sewa atau pinjam baka: atas tanal: -
. dan  bangunan yang akan digunaksn untuk
penyelenggaraan TK yang sah atas nama pendir:;

b. fotokopi aktd notaris dan surat penetapan badan hukum
daiam bentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain
sejenis dari Kementerian bidang hukum atas nama
pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat
keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan
organisasi induk; dan '

c. data niengenai perkiraan pembiayaan untuk keiangsungan
TK paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelegjaran,

Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK sebagaimana

~dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat :

visi dan misi; ,

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
sasaran usia peserta didik;

pendidik can tenaga kependidikan;

sarana dan prasarana;

struktur orge{nisésij.

pembiayaat:;

B0

. pengelolaan;
peran serta masyarakat; dan

j. rencana pentahapan pelaksanaan pengembargan selama

S (lima) tahun

Dokumen rarncana .pencapa_ia_n standar penyelenggaraan TK
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) huruf ¢ cdidasarkan
pada standar FAUD yang ditetagpkan Menteri Pendid'kan dan

Kebudayaan.

Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud paca ayat (3)
huruf 4 mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi. '



Pasal 8

(1) Persyaratan pendirian KB/TPA/SPS, terdiri atas :

a.  persyaratan administratif; dan
b.  persyaratan teknis.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud rada ayat (1)

(3)

huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran - Peraturan
Gubernur ini.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pacz ayat (1)
huruf 5, terdiri atas :

a. hasil penilaian kelayakan;

b. rencana pencapaian standar penyelenggarazn KB /TPA/
SPS paling lama S (lima) tahun; dan

c. kesssuaian dengan rencana tata ruang,

Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a meliputi :

a. dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai ztas tanah
dan  bangunan yang akan digunakan untuk
penyelenggaraan KB/TPA/SPS yang sah aizs nama
pendiri;

~ b. dalam hal pendiri adaleh badan huku—, wajib

melampirkan fotokopi akta notaris dan surat rzenetapan
badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan atau
badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas
nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat
keputusan yang menunjukkan adanya hubungzn dengan
induk organisasi induk; dan

c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan
KB/TPA/SPS paling sedikit untuk 1 (satz tahun
pempelajaran.

Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan
KB/TPA/SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
didasarkan pada standar PAUD yang ditetapka= Menteri
Pendidizan dan Kebudayaan.

Rencana Tata Ruang. sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang dan

Peraturan Zonasi.
. Bagian Kedua
Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 9

(1) Persyaratan pendirian Satuan PNF terdiri dari :

a. persyaratan administratif; dan

b. persyaratan teknis.
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(2) Persyaratan adininistratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam _ampiran II
Peraturan Gubernur ini.

(3} Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud paca ayat (1)
huru? b, terdiri atas : '

a. dokumen Rencana .Pengembangan Satuan PNF dengan
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; dan

b. kesesuaian terhadap rencana tata ruang dengan mengacu
pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturaz Zonasi,

BAB IV
TATA CARA PERIZINAN
Bagién Kesatu
Satuan Paud
Pasal 10

‘Pendirian Satuan- PAUD yang dise.enggarakan oleh pemerintah
ditetapkan dengan Gubernur atas usul Kepala Dinas Pendidikdn
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangzn.

Pasal 11

Tata cara pendirian Satuan PAUD oleh orang ‘perseorangan,
kelompok crang atau badan hukum adalah sebagai berficut

a. pendiri Satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian
kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan
pendirian satuan PAUD;

b. Kepala DPMPTSP menelaah permohonan pendiriarz Satuan
PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohcn dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. data mengenai perimbangan antara jumlah TX, KB, TPA
dan/atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan
dengan jumlah penduduk usia sasaran yang aksn dilayani
di wilayah tersebut;

2. data mengerai perkiraan jarak TK, KB, TPA daz, atau SPS
yang akan didirikan di antara TK, KB, TPA dan;atau SPS
terdekat radius minimal 500 (lima ratus) meter kecuali
jumlan peserta didik masih belum terlayani; :

3. data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK,
KB, TPA dan/atau SPS yang akan didirikar minimal
melayani 2 (dua) kelompok sasaran; dan

4. ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD ditetapkan oleh
Pemerintah Dderah.

c. berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, Xepala DPMPTSP :

1. memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin
pendirian Satuan PAUD; dan
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2. memirita hasil penelitian teknis/pengujian fsik {(survey)
dar: Tim Teknis Bersama (Suku Dinas Pencidikan dan
pejabat DPMPTSP sesuai dengan tugas dan kewenangannya
berdasarkan ketentuan perundang-undangan); <an

d. Kepala . DPMPTSP menerbitkan keputusan izin pendirian
satuan PAUD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
" permolonan diterima.

Pasal 12

Izin pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 dan Pasal 11 huruf d berlaku sampai dengan adanya
pencabutan izin.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan Nonformal
Pasal 13

(1) Pendiri mengéjukan surat permohonan penditian Satuan
PNF kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan
persyaratan pendirian satuan PNF. _

(2) Kepala DPMPTSP melakukan verifikasi berkas acministrasi
dan teknis. -

(3) Kepala DPMPTSP memberi persetujuan atau penolzkan
pendirian Satuan PNF paling lama 30 (tiga puluh) nari kerja,
sejak permohonan diterima.

| (4} Kepala DPMPTSP menerbitkan Izin Pendirian Satuan PNF.
Pasal 14

Satuan PNF yang :clah mendapatkan Izin Pendirian diberi Nomor
- Induk Satuan Pendidikan Nonformal oleh Direktorat Jenderal
PAUD dan Pendidixan Masyarakat dengan berpedoman zada Tata
Cara Pemberian Nomor Induk vang diatur olek Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan.

BABV
PENAMAAN SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 15

Izin pendirian Satuan PAUD dan Satuan PNF berlaku sepanjang
Satuan PAUD dan Satuan PNF masih beroperasi dan tidak perlu
dilakukan perpanjangan izin.

Pasal 16

(1) Penamaan satuan pendidikan. baru yvang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur.
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(2) Penamaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan
oleh masyarakat diatur oleh badan penyelerggara satuan
pendidikan yang bersangkutan sesuai dengsn ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN SATUAN PATD DAN PNF

‘ Pasa® 17
Perubahan Satian PAUD dan Satuan PNF berupa :
a. perubahan nama;
" b. perubahan bentuk;
c. perubahan pendiri antar masyarakat; ,
d. perubahan status;
€. perubahan lokasi; dan
f. penambahar: dan/atau pengurangan jenis layanar.

| Pasal 18
Tata Cara Perubahan Satuan PAUD dan Satua~ PNF

Pendiri mengajukan izin perubakan satuan PAUD dan satuan
PNF kepada Kepala DPMPTSP dengan diketahui Suku Dinas
Pendidikan dan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian
satuan PAUD dan satuan PNF. '

BAB VII
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Satuan Paud
Pasal 19
l(l) Penutupan satuan PAUD dilakukan apabila :

a. satuan PAiJD sudah tidak layak lagi menyeienggarakan
kegiatan layarnan PAUD; dan

b. satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi oleh
Suku Dinas Pendidikan.

(2) Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh DPMPTS® dengan
mencabut :izin pendirian satuan PAUD berdasarkan

rekomendasi Dinas Pendidikan.
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Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksuc pada ayat (1)
diitkuti dengan :

a. penyaluran/pemindahan peserta didik, rendidik dan
tenaga kependidikan kepada satuan PAUD lain yang
sejenis cilakukan oleh penyelenggara Satuan PAUD yang
bersangkutan; ‘

b. penyerzkan sumber daya milik negara can dokumen
lainnya kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Suku Dinas
Pendidikan; dan '

c. penyerahan aset milik satuan PAUD yang disslenggarakan
oleh masyarakat dapat diserahkan kepada sztuan PAUD
lainnya yang ditentukan oieh penyelenggara satuan PAUD
yvang bersangkutan.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan Non Formal
Pasal 20

Penutupan satuan PNF merupakan penghentian Kegiatan
atau penghapusan satuan PNF. : )

Penutupan satuan PNF dilakukan apabila :
a. satuan PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan

penyelenggaraan Satuan PNF;

b. satuan PNF_ sudah tidak menyelenggaraxar. program
pendidikan Non Formal 2 (dua) tahun berturur-rurut;

c. keberadaaannya meresahkan kehidupan masya-akat yang
dibuktikan karena banyaknya protes masyarakat;

. d. kegiatan satuan PNF sudah menyimpang dari Tigas pokok

bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat;

e. melakukan penyalahgunaan bantuan dari memerintah,
badan usaha atau masyarakat yang memilik kekuatan
hukum tetap; dan

f. melakukar manipulasi data-data pembelajaran atay
' tindakan penipuan (kriminal).

Penutupan satuan PNF dilakukan oleh DPMPTSP dengan
mencabut izin pendirian satuan PNF  berdasarkan

. rekomendasi Dinas Pendidikan.

Pasal 21

Penutupan satuan PNF dapat dilakukan berdasarkan atas
hasil evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas

Pendidikan.
Penutupan satuan PNF sebagairhana dimaksud paca ayat (1)
diikuti dengan : - :

a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada sztuan PNF
lain yang menyelenggarakan program, jerjang dan
jenisnya sama;
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b. penyerahan  dokumen penyelenggaraan  pendidikan
kepada Kepala Dinas Pendidikan; dan

C. Iﬁenyerahan aset milik satuan PNF yang diselenggarakan
oleh masyarakat diatur oleh pendir:  dan/ataiz
penyelenggara satuan PNF tertentu.

BAB VIIT
MONITORING DAN EVALUASI
. Pasal 22

Dalam penyelénggaraan pendidikan di satuan pendidikan,
Dinas Pendidikan melakukan monitoring  sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,

Dalam melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas Pendidikan membentuk tirh serta dapat
melibatkan ‘nstansi lain.

'Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dar

ditetapkan cleh Kepala Dinas Pendidikan.
Hal-hal yang dimonitoring, meliputi :

proses pembelajaran;

prasarana dan sarana pendidikan;
pendidik dan tenaga kependidikan;
pengelolaan pendidikan; dan

0 Top

persyaratan pendirian satuan pendidikan.

o

Dari hasil monitoring sebagaimana dimaksud paca ayat (4),

tim  monitoring . melakukan evaluasi terhadap satuan

pendicikan yang dimonitoring.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada aya: (5), tim
memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Dari Lasil evaluasi sebagaimana dimaksud pécia ayat (6)
dalam hal satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sebagai

. lembaga pendidikan, maka Kepala Dinas Pendidikan

memberikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk
dilakukan penutupan satuan pendidikan dimaksuc.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 23

Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan pendirian, zerubahan
dan penutupan Satuan PAUD dan Satuan PNF kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas
Pendidikan, Biro P=ndidikan dan Mental Spiritual.
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BAB X
'PEMBINAAN
Pasal 24

(1) Pembinaan pelaksanaan pendirian, perubahan dan
penutupan lembaga pendidikan menjadi tugas can fungs:
Kepala Dinas Pendidikan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1., meliputi :

koordinasi;
pemberian pedomar;
bmbingan teknis;

memiasilitasi Tim yang dibentuk dalam penyeienggaraan
pendirian, perubahan dan penutupar  lembaga
pendidikan;

€. pemantauan; dan

2.0 oo

f. evaluasi. -

(3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Dzerah.

BAB X1
PEMBIAYAAN
Pasal 25

(1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaar pendirian,
' perubahan dan penutupan pada satuan PAUD <an satuan
PNF yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berasal dari
Anggeran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(2) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendirian,
. perubahan dan penutupan satuan PAUD swasta z a2 di luar
tanggung jawab Pemerintah Daerah menjadi tanggiing jawab
penyeienggara lembaga pendidikan bersangkutan.

BAB X11I
-KE’I_‘ENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
Izin pendirian Satuan PAUD dan Satuan PNF yang telar diberikan
sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku
sepanjang iembaga pendidikan dimaksud masih beroperzsi.
' BAB XIII
' KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Zeraturan
Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian,
Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidiken (Berita

Daerah Prcvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tarun 2012
‘Nomor 102), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ciundangkan.
. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
' IBUKOTA JAKARTA,

ttd
° DJAROT SAIFUL HIDATAT

Diundangkan di J akarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, I

ttd
'SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
" TAHUN 2017 NOMOR 75013 A s




‘Lampiran [ : Peraturan Gubernur Provins; Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 155 TAHUN 2017
Tanggal 11 Oktober 2017

PERSYARATAN ADMISTRASI PENGAJUAN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Taman Kanak-kanak (TK)

Ketua Yayasan atau penyelenggara pendidikan harus menyampaikan
dokumen sebagai berikut

1.
2.

NG

10.
11.

12,

13.

14.
15.
16.
17.
18.
16,
20,
21.
22.
23.
24.
29,
26.
27.

Surat Permohonan dari Ketua Yayasan/ Kepala Taman Kanax-xanak;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Yayasan/Kerala Taman
Kanak-kanak;

Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wiayah Kota
Administrasi;

Susunan penguris dan rincian tugas;

Fotokopi akte pendirian yYayasan;

Surat Keterangarn yayasan terdaftar di Dinas Sosial;
Program kerja Taman Kanak-kanak;

- Program kerja yayasan untuk jangka pendek, menengah <an. jangka

panjang;
Surat Keterangan Domisili Yayasan;
Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan kurikulzm;

Memiliki Luas Lahan/Bangunan Gedung Minima]l 200 (dua ratus) meter
persegi yang dibuktikan dengan sertifikat tanah;

Poiock baca, R}lang .Kepalé. Sekolah, Ruang Guru, Sarana Olahraga,

vang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga-;

Memiliki luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dergan rasio
minimal 2 m? x Jumlah peserta didik; : :

Tidak menempati atau menggunakan lahan yang bermasalah /sengketa;
Memiliki rasio kelas 1 : 1 5;

Struktur organisasi Yayasan yang disahkan oleh Ketua, Yayasar;
Susunan pengurus Yayasan;

Struktur organisasi sekolah;

Denah gedung sekolah;

Surat Keputusan Yayasan Pengangkatan Kepala Sekolah;

Daftar Riwayat Hidup Kepala Sekolah;

Fotokopi ijazah Kepala Sekolah dan Guru; .

Daftar nama persoralia sekolah dan uraian tugasnya;

Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 15 (ima belas) orang;
Daftar peserta didik yang terbaru;

Daftar inventaris sekolah;

Tata tertib sekolah;



II.

28. Jadwal mata pelajaran;
29. Instrumen evaluasi atau monitoring;
30. Surat pernvataan Kepala Sekolah (bermeterai) yang meryatakan

sanggup melaksanakan jam belajar sesuai dengan jadwal; dar - -

31. Surat pernvataan (bermeterai) tentang kebenaran data can dokumen

yang diajukan.
Satuan Paud Sejenis (SPS)

Ketua Yayasan atsu penyelenggara pendidikan harus menvampaikan
dokumen sebagai berikut :

1. Surat permohonan dari Lembaga;

2. Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan W<ayah Kota
Administrasi;

3. Fotokopy SK Yayasan atau SK Lurah;

4. Program kerja lembaga; ’

5. Program kerja 1nmbaga untuk jangka pendek, menengar dan j angka
panjang;

6. Surat Keterangan Domisili lembaga;

7. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan kurikulum;

8. Surat pernvataan persetujuan dari warga terdekat (minima’ 4 KK)
diketahui oleh RT/RW bermeterai;

9. Struktur organisasi lembaga yang disahkan oleh Ketua Lembaga;

10. Susunan pengurus lembaga;

11. Struktur organisasi lembaga;

12. Denah gedung lembaga;
13. Daftar Riwayat Hidup Kepala Lembaga;

14. Fotokopi ijazah Kepala lembaga dan guru;

15. Daftar nama perscnalia lembaga dan urajan tugasnya;

16. Memiliki peserta didik sekﬁrmg—kurangnya 15 (lima belas) orang;

17. Daftar peserta didik yang terbaru;

18. Daftar inventaris lembaga;

19. Tata tertib lembaga;

20. Jadwal pembelajaran;

21. Instrumen evaluasi atau monitoring; _

22. Surat pernvataan Kepala lembaga (bermeterai) yang menyatakan

sanggup melaksanakan jam belajar; dan

23. Surat pernvataan (bermeterai) tentang kebenaran data da= dokumen

yang diajukan.

OI. Taman Penitipan Anak (TPA)

Ketua Yavasan atau penyelenggara pendidikan harus meryampaikan
dokumen sebagai berikut :

1. Surat Permohonan dari Lembaga TPA;

2. Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayeh Kota
Administrasi; '



10.
11,
12.
13,
14,
15,
16,
17.
18.
19,
20.
21.
22,
23.
24,
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.
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. Fotokopi akte pendirian Yayasan dan Fotokopi Surat Keterangan

Kelurahan;

. Surat keterangzan yayasan terdaftar di Dinas Sosial;
. Program kerja TPA;
. Program Kkerja Yayasan untuk Jangka pendek, menengak dan jangka

panjang;
Surat Keterangan Domisili Yayasan;
Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan kurikulum;

Surat Keterangan kepemilikan gedung disertai dengan fotokopi sertifikat
tanah dan Fotokopi IMB; : :

Prasarana dan Sarana sesuai dengan ketetuan;

Memiliki tenaga ahli yang menangani anak sesuai dengan ketemituan;
Struktur organisasi Yayasan yang disahkan oleh Ketua Yayasan;
Susunan penguris Yayasan;

Struktur organisasi lembaga;

Denah ge'dung'lembaga

Surat Keputusan Yayasan Pengangkatan Kepala Lembaga

Daftar Riwayat Hidup Kepala Lembaga;

Fotokopi ijazah Kepala Lembaga dan Tenaga Pendidik;

Pas foto penanggung jawab pendidikan dan penyelenggara ukuran 3 x 4 cm
sebanyak 4 (empat) lembar; ‘

Daftar nama personalia lembaga dan uraian tugasnya;
Memiliki peserta cidik sesuai dengan rasio usia;
Daftar peserta didik yang terbaru;

Daftar inventaris lembaga;

Tata tertib lembaga;

Jadwal Kegiatan;

Instrumen evaluasi atau monitoring,

Surat pernyataan Xepala Lembaga (bermeterai] yang menyatakarn: sanggup
melaksanakan kegiatan; .
Surat pernyataan ibermeterai) tentang kebenaran data dan dokzmen yang
diajukan; 3

Sewa tempat minimal 2 (dua) tahun- (disesuaikan Peraturzn Menteri
Nomor 84 Tahun 2014);

Pinjam pakai tempat dibuktikan dengan berita acara. (disesuaikan); dan

Tenaga pendidik minimal S1°PAUD /D4  jurusan Pendidikar Psikologi

anak/SI lain mengikuti diklat berjenjang.

V. Kelompok Bermaun (KB)

PN

Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ipstanm yang berwerang;
Surat rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan;

Hasil studi kelayakan;

Surat Keterangan Domisili;



10,
11,
12.
13.
14,
15.
16.

17,

18.
19.

20.

4

Bagi lembaga vang berbadan hukuin, ) melampirkan fotokopi  akte

pendirian vang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan

bagi lembaga vang dibentuk oleh organisasi, menvyerahkan fctocopy surat

keputugan pembentukan organisasi dari instansi pemeririah, dengan
menunjukkan aslinya serta bagi perorangan hanya melampirkan fotokopi

KTP; ‘

Memiliki lahan dan bangunan minimal seluas 100 m2 (seratus meter
persegi) vang dibuktikan dengan sertifikat. Bagi penvelenggara
pendidikan vang lahan dan bangunannya menyewa/ kontrak, /keria sama
minimal 3 (tiga) tahun dengan menunjukkan surat kontrak/sewa/ kerja
sama dan menyerahkan fotokopinya; - - ,

Memiliki ruang kelas dan sarana penunjang lainnya, sesuai dengan
ketentuan; ) L - '
Memiliki penanggung ‘awab pendidikan vang mempunyai kualifikas;
pendidikan S1 PAUD dan/atau memiliki kompetensi PAUD dibuktikan
Sertifikat Diklat Berjenjang; ' '

Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan korapetensi yang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di buktikan sertifikat;

Memiliki tenaga administrasi sekurahg-ku_rangnya 1 (satu) orang;
Memiliki calon peserta didik sekurang kurangnya 5 (lima) orang;

Memiliki prasarana dan sarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Memiliki program kerja ‘angka pendek 1 (saf‘u) tahun, jangka menengah
3 (tiga) tahun dan jangka panjang 5 (lima) tahun; .

Memiliki kurikulum pembelajaran PAtJD ;

Struktur organisasi lembaga; |

Pas foto penanggung jawab pendidikan dan penyelenggara ulkcaran 3 x 4
cm sebanyak 4 (empat) lembar; :

Surat pernvataan kesanggupan melaksanakan program dar mentaati
segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tata tertib Penyelenggara{ Pendidik dan Peserté Didik;

Memiliki papan nama lembaga yvang memuat nama lembaga, alamat,
program, status perijinan, nomor izin; dan - :

Nama Lembaga harus memakai Bahasa Indonesia.

GUBERNUR PROVINSI DAERAE KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Lottd
- DJAROT SAIFUL HIDAYAT



Lampiran II : Peraturan Gubernu= Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor. 155 TAHUN 2017
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PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

A. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

1.
2,
3.

0 ® N oo

10.
. Tenaga pendidik memilici pendidikan  sesuai materi prcgram  yang

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
Susunan pengurus dan rncian tugas;

Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran
selama 3 (tiga) tahun;

Dalamn hal pendiri adalah badan hukum, pendiri melampizkan Surat
Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang hukum: ‘

Surat izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari péjabat berwenzng;

Memiliki izin domisili dari lurah setempat;

‘Memiliki akte notaris;

Memiliki NPWP Pribadi;
Memiliki struktur organisasi satuan pendidikan;
Penanggung jawab minimal pendidikan SLTA;

diajarkan dengan pendidikan minimal D3 sesuai dergan bidang
keahliannya;

Memiliki ruang kelas dan sarana penunjang sesuai dengan jenis program;
Memiliki petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orarg:
Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 6 (enam) orang;

Memiliki program kerja takunan minimal 1 (satu) tahun;

Memiliki kurikulum sesuai program,

Memiliki denah lokasi dan ruang belajar;

Bagi yang tidak memiliki gedung sendiri (kontrak/ sewsa /pinjam)
melampirkan Surat perjanjian kontrak/sewa minimal 3 (tiga) takun;

Pas foto pimpinan 4x6 cm;
Materai Rp6000 sebanyak 2 (dua) lembar; dan

Surat rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan (melampirkan hasil
studi kelayakan).

S. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

R e

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP} Pendiri:
Memiliki Susunan pengurus dan rincian tugas;
Surat permohonan disertai dengan hasil studi kelayakan;

Surat pernyataan persetujuan dari warga terdekat (minimal 4 KK diketahui
RT/RW bermeterai); , :

Memiliki akta notaris; -



-2
Memiliki izin domisili dari Lurah setempat
Memiliki NPWP Pribadi dan KTP p1mp1nan PKBM

- Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pe *nbelajaran

selama 3 (tiga) tahun;

. Fotokopi ijazah terakhir pimpinan PKBM
10.

Memiliki prasarana dan sarana meliputi : _
a. Memiliki luas lahan minimal 100m?2 (seratus meter persegi);

~b. Memiliki luas ruang k_elas dan sarana pénunjang lainnya dengéln luas

11
12,
13.
14,
15,
16,

17.

4x4m; . .
Memiliki minimal 2 (dua) ruangan rasio 1: 20 dan

» Memiliki ruang pimpinan, ruang pend1d1k ruang perpustqkaan ruang
. ibadah dan toilet; -

Memiliki struktur organisasi satuan pendlchkan

a o

Memiliki kurikulum yang berlaky secara nas1ona1
PKBM mermiliki minimal 3 (tiga) Jems program,
Pas foto pimpinan 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

‘Materai Rp6000 sebanyak 2 lembar

Profile PKBM meliputi ; Lol
a. Bab I Pendahuluan (mermuat latar belakang, dasar hukum dar tujuan]

b. Bab II Gambaran Umum PKBM (meliputi : identitas lembagz, visi dan
- misi, jenis program, prasarana dan sarana, tenaga pencidik dan

kepend1d1kan peserta didik, struktur orgamsa& sumber dana dan
;. lembaga mitra); dan -

c. Bab III Penutup,

Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dlnas Pendidikan ‘dengan

melampirkan has11 studi kelayakan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH XHUSUS
. IBUKOTA JAKARTA,

2t
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